BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan
dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.
Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia pada prinsipnya
berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai
hukum formil yang mengatur tata cara pembuktian dalam proses peradilan
pidana. Dalam KUHAP lama, alat bukti diatur secara limitatif dan tidak
secara eksplisit mengakomodasi keberadaan alat bukti elektronik, sehingga
dalam praktik peradilan pidana penggunaan bukti elektronik sering kali
bergantung pada penafsiran ekstensif terhadap alat bukti surat atau petunjuk
serta merujuk pada ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik sebagai dasar normatif tambahan.

Berlakunya KUHAP yang baru berdasarkan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2025 membawa perubahan mendasar dalam sistem
pembuktian pidana di Indonesia. KUHAP yang baru secara tegas
memasukkan alat bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti yang sah,
sehingga memberikan legitimasi yuridis yang kuat terhadap penggunaan
bukti elektronik dalam proses peradilan pidana. Dengan pengaturan ini, alat
bukti elektronik tidak lagi berada di luar sistem pembuktian pidana,

melainkan telah menjadi bagian integral dari hukum acara pidana nasional.
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Kedudukan alat bukti elektronik dalam KUHAP yang baru
ditempatkan sejajar dengan alat bukti lainnya, dengan tetap berpedoman
pada prinsip pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Artinya,
alat bukti elektronik memiliki kekuatan pembuktian sepanjang diperoleh
secara sah, relevan dengan perkara yang diperiksa, dan dinilai secara
bersama-sama dengan alat bukti lain yang sah serta didukung oleh
keyakinan hakim. Alat bukti elektronik tidak bersifat berdiri sendiri untuk
membuktikan kesalahan terdakwa, melainkan berfungsi sebagai bagian dari
rangkaian pembuktian yang saling melengkapi.

Pengaturan alat bukti elektronik dalam KUHAP yang baru
menegaskan posisi KUHAP sebagai lex generalis dalam hukum acara
pidana, sementara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
tetap berfungsi sebagai lex specialis yang mengatur tindak pidana tertentu
di bidang teknologi informasi. Harmonisasi antara KUHAP yang baru dan
undang-undang sektoral tersebut memberikan kepastian hukum dan
memperkuat efektivitas pembuktian pidana di era digital, sekaligus
menjawab  kebutuhan penegakan hukum yang adaptif terhadap

perkembangan teknologi.

. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kedudukan dan kekuatan
pembuktian alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana Indonesia

setelah berlakunya KUHAP yang baru, penulis menyarankan agar
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penerapan alat bukti elektronik oleh aparat penegak hukum dilakukan secara
konsisten, profesional, dan berpedoman pada ketentuan KUHAP yang baru
sebagai hukum acara pidana nasional. Penilaian terhadap alat bukti
elektronik hendaknya memperhatikan keabsahan perolehan, integritas data,
serta keterkaitannya dengan alat bukti lain dalam kerangka sistem
pembuktian menurut undang-undang secara negatif, sehingga dapat
menjamin kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan
tercapainya keadilan substantif. Selain itu, diperlukan penguatan
pemahaman dan pedoman teknis bagi aparat penegak hukum agar
penggunaan alat bukti elektronik dalam praktik peradilan pidana tidak
menimbulkan perbedaan penafsiran dan dapat berjalan sejalan dengan
tujuan pembaruan hukum acara pidana yang diusung oleh KUHAP yang

baru.
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